
BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI MWAS
NOMOR { TAHUN 2O1e

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

3 MenginSat :

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanaka-n ketentuan pasal g16 ayat (U
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa. kali tera}hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintaha-n Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O19.-z'

l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Srmatera Selatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor ,32\;7

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara (tembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Irmbaran Negara Republik IndonestaNoaor 42g6li ,..

3. Undang-Undsng Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan kmbarar

PAii,{F KCC'RDI
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Oo4 tentang

Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2Oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, TambsJ:an

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan I€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan l'€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Icmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tefiang

Pemerintahan Daerah (IJmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

22311

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20Ol

tentang Pembinaan dan Pengawasan ataa

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

fl,^



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan darr

Anggota DPRD (Icmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) scbagairnana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2l Tahun 20O7 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

47 L2lt /
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan laysnan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 48,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a502l;rt

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45741i -/
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oos Nomor 137, Tambahan l:mbaran Negara

Republiklndonesia Nomor 4575); -,'-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tent€ng

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintalt

Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturar

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);/,
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lJmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4609), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 (Irmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan l€mbaraJr Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);,.'

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pel,aporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O06 Nomor

2S,Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

46141; /,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahar (L:mbaran Negara

RepubliklndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)i.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7,,-

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (kmbararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)7
21. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2019, (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol8

Nomor 225);.,

22-Peraf.)ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahr:n 2016 Nomor 114);,,

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
-.

i-------=--l','',.1t .4_ l
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24. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentarlg Pedoman

Pengelotraan Keuargan Daerah (Berita Negara Republik

Indone8ia Tahun 2011 Nomor 310);,/'

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan da.rr Belanja Daerah;,,

26. Peraturan Menteri Da.lam Negori Nomor 38 Tahun 2018

tentaJrg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Bel,anja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Nega-ra

Republik Indonesia Tahr.rn 2Ol8 Nomor 701)i

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS .,.
dan

BUPATI MUSI RAWAS --
MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019l'

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

sebagai berikut -.

t
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l. F?ndapatan Daerah:

a. Semula RP.

b. Bertembah Rp.

Jumlah Pendapatan

Setelah Ferubahan

2, Belanja Daerah:

a- Eemula RP.

b. Bcrtambsh Rp.

1.9o233A.751.29a,OO /
37.226.582.763,07 /

1.906-347.269.69$,N /
ta93396.471.294,92 7

4.2OE.57A397,OO./

152.169.888.535,85 /z

&. r.939.fi5.334.O61,O7./

Jumlah Belanja Setclah

Perubahan

Surplus/ (Defsit)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Rnaimaan ktrb&ryaan

Serm]la Rp.

Bertsmbah RP.

Jumlah Penerimaan

FEmbiayaan setelah

pert.bahan

b. PengeluaranPembiayaan

SernJa Rp.

B€rtambah &.
Jumlah Pengeluaran

Pcmbiayaan seteleh

perubahan

Pembiryasn Netto

Sisa Irtrih Fembiayaan

AnggBran Tahun berkenaan

y_:.@:.%3!40.w,r2_a
Rp. 1r5.378.4o6.932'a5l/

Rp. t$37a.4O6.9Q,45 .,,

o,oo /
o,@z

RD. O,OO /
&. 15637A.406.932,45 /

o,@z

Pasal 2

(1) Pendapatsn Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I
terdiri dari:

a. Fendapa.tan Asli Daerah sejumlah

1) Selnula Rp. laF.$5.9.J4..ffi,@/

Rp.

PAMF (OORDINASI
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2)Bcrtanbah Rp. 270.5D3.&7,@ /



c. LaiIr-lain p€ndapatan daera]t yang sa]r

f) S€rnula Rp. 277.310.655.430'0o/

2) B€rlambah Rp.

Jumlah lain-lain pendapatan

daemh yarg sah Setelah

Fenrbalun

.7q2.e78.896,W /

Rp. 314.103.534.726,07;

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(U huruf a terdiri darijenis pendapatan :

a Pajak daerah Bejumlah

f) Semula

2) B€rtambah

Rp. 47.AA6.7A7.650,0,0'

Junlah pajak daerah sotelah

perubahan RP.

b. Retribusi daerah sejumlah

Jumlah Ferdapatan Asli

Daerah setelah Rrubatun RP.

b. Dana perimbangan sejumlah

2) Bertambah Rp.

Jurnlah Dana Ferimbangan

Setelah Perubahan

U Semula Rp'

2) Bertambah Rp.

Jumlah retribusi daerah

setelah perubalnn

c. Hasil pengelol,aan kekayaan

daerah yang dipisahkan

sejumlah

U Serrtula Rp.

2) B€rkurang Rp.

Jumlah hasit pengelolaan

kekayaan daerah sctolah

perubalnn

d. L€.in-Lain pendapatan asli

daerah yalg sah sejumlah

1) Semla Rp.

1) Semula Rp. 1.484.s92.141.O00,Oo./

140.706.548.335,00 ,',

163. 1 10.000,m ,/

Rp. 1.484.75s.251.0OO,OOl

1.500.0@,00..

47 .888.2A7.650,00 /

4.499.2a6.25O,OO t
1 .869.925.0@,00 ,.

Rp. 6.s69.2r1.2fi,Oo /

10.500.o00.000,o0 z

(4.soo.o0o.0oo,0o) ,.

Rp. 6.0O0.O0O.O0O,OO 7

Rp.

F{[L\ii itOCiil)il l.'

I

77.549.880.568,00 /



o

2) B€rtaE bah &. 2.W.166'.%7,@/

Jumlah lain-lain perdapatsn

asli daerah etelah perubehan RP. ao .449 .O49 .435,OO z

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimakrud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendaPatan:

a Dana bagi hasil

pajak/ bukan pajak sejunlah

1) S€orula Rp. 562.145.685.000,00 //
2) Bertambah RP. 163.110.@0'@ /
Jumlah dana bagi hasil setclah

pcrubahan

b, Dana alokasi umum

sejumlah

f) S€rnl a Rp.

2) Bertanbah Rp.

Rp. 562.308.796.000,00 ./

Jr:mhh Dana Alolnsi LJErum

sctclah perubalnn

c. Dana alokasi khusus

sejumlah

f) S€rnula Rp.

Rp. 66l2.47t.353.O@,@ ,.

259.975.LO2.OOO,OO ,'.

662.471.353.000,00 t
Q,@,

(4) Lain-lain PendaPatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada eyat (f) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:

a- Hibah

f) Sednia Rp.

2) Bertambah RP.

Jurnlah Dsna Hibah sctelah

perubaitan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

hovinsi dan Pemerintah daerah

lainnya eejunlah

2) Bertambah &.
Jur{ah Dana AbLasi Umum

sElahp€rubahan RP.

opo ,/

259.975.1O2.OOO,OO /

53.253.542.r1OO,OO ,,
t.525914.ffip/

Rp. *.779.4ffi.9OO,@/

PARAF (OORDII{ASI
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f) S€rrula Rp. 29.92A.501.430,oo,/

15.374.*4.3ffi'97./2) Bertambah RP.

Ju$lah DqnaBsai Hasil

Pajak dari Provinsi dan

Pemcrintah daerah lainnya

setdah perubahen Rp. 45.243.0A5.826,07 ../
c. Dana Pcnyesuaiafl dan

Otonomi Khusus sejumlsh

1) Sernula Rp. rgl.12A.612.000,0,0/'

2) Bcrtambah Rp.

Jumleh Penyesuaian dan

otonomi Khusus stebh
Rp.

d. Bantuan Keuangan dad Provinsi

atau Femerintah Dacrah

Lainnya scjumlah

1) Semula Rp.

o,@,2

tgt.12A.612.@0,00./

o,oo/
2) Bertambah Rp.

Jumlah Keuangen dari

Provinsi atau Femerintah

Daerah Lainnya *lah
perubafran

e. Pendapatan Iainnya

1) Scmula Rp.

2) B€rk'rang Rp.

Jr:mbtr Fendapatan Lainnya

celah perubahan

20.552.380.O00,OO,.,

9a9.9O4.369.43O,OO/

@.426.173.08992/

Rp. N.552.N.W,OO//

3.0o0.@o.0oo,0ol,'
(600.00O.000,0O),-'

Rp. 2.4OO.0O0.0OO,OOz-

Pasal 3

(f) B€lanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a Bclanja fidak Lanpung

s€junlah

1) Semula Rp.

2)B€rtambah Rp.

i panar roonotNasl
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a

Jumlah Belanja Tidak

Irngsung selatrpcrubalun Rp. 1.O50.3i1O.542-519,92 /
b. Bclanja L€ngpung scjumlah

U Sernula Rp. 916.642.90O.265,OO/.

2) Bcrtambah Rp. L2a,97O.29A.2O9,@ ./
Jurdah Belanja l.anAsung

*telah perubahan Rp. 1.045.613.19A.474,@ /

(2) Bclanja Tidsk lrngsung scbagaimana dimaksud Pada ayat

(l) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a- Bclanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. #9.353.506.140,00

2) Bertambah Rp. 59.705.530.589,92

Jrlmbh pegawai stelah

perubattsn

b. Belanja hibah sejux ah

Rp. 709.059.036.729 
'92 ",'

f) Semula Rp. 17.2OI.94O.O@,OO /.-
2)B€tkurang Rp.

&Imlah Belar{a hibah eelatl
perubahart

c. Bclanja Bantuan Sosisl

1) Semula Rp.

2)Bcrtarnbah Rp.

Jumbfr bagi hasil kePada

Provinsi/ kabupatcn/ kota

dan Femerintah desa stelah

perubatran

6I.500.@0,00._

Rp. 17.14O.44O.O0O,O0--

U Se@ula

2)Bertambah Rp.

Jumhh Belanja Bantuan

Sosiaf sdah perubatmr RP.

d. Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/ kabupaten/kota

dan Femerintah desa

sejumleh

Rp. 2.695.000.000,00.-
o,oo/.

2.695.OOO.OOO,OO.-

5.23a.@7.390,OO/

t87.t42.fiO,OO /

Rp. 5.a25.7a9.A9O,OO7



e. B€lanja Bantuan IGuangan

kepada Provinsi/ KabuPaten

/tfuta dan Pemerintalnn

Dcsa sejumlah

JurDIah Bantuan lftuangan

kepada Provinsi/ IGbuPatcn

/Kota dan Femerintahan

Deaa stelatr penrbatran Rp. 314.51O.315'90O,OOI

f. Bclanja tidek terdwe sejumlah

f) S€mula

2) B€rtambah

f ) Semula

2) Bcrtambah

1) Sernula RP.

2)Bertambah RP.

Jrunlah modal sElah
pcrubahan

Rp. 3r4.415.315.9OO,W /
Rp. }S.OW.W,@/

Rp. 1.O0O.0OO.0@,O0.,/

Rp. 5@.0oO.0tD,0O7

47 .901.9A7 .4@,OO,/

2.2rAJfi7.*O,@/

Jumlah tidak terduga seElah

perubalun RP. 1.5O0.OOO.0O0,Oo z

(3) Bclanja Langsung scbagaimana lirnalrord pada ayat (f)

hu?ut b ter.llrl .laft jnnlB balrrual

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Sanula RP.

2)B€rtambah RP.

Jumlah pegawai stElah

perubahan RP.

b. Belada belanja barang dan

jasa scjumfah

50.120.954.96O,0O7

f) Semuls

2) B€rtamboh

Jumlah belanja barang dan

jasa Eelah Frubahan RP.

c" Belanja modal scjumlah

Rp. 493.11B.fi7.2O1,@ /
Rp. 49.3%.711.018,@ ./

*2.445.278.219,@ /

375.622.345.@4,@ /
77.424.619.691,00 /

Rp. 453.046.965.295,00/



a

Pasal 4

(rl hEbiayasn Dacrah sebagaimana dimaksud dalam hsal I

terdiri dari:

a PencriEaan FembiaYaan

sejunlatt

1) S€rnula RP.

2)Bcrtartbah RP'

Jrmrlafr Pencrimaan

Fembia]raan seEhh

pcrubattan

b. Fengeluaran FcmbiaYaan

scjumlah

1) Semula RP.

2)Bertambah RP

Jumlab Ferueluaran

Fcrnbiayaan *dah

Rp. 156,37a.4O6.932'85 t

4.20a.5$.397,@/
152.169.88a.535.85 /

o,oo .
o,@ r

Rp. 4.20E.51a.397,00 /
Rp. 152.169'E88.535,85/-

o,oo /

(21 Pcnerimaan scbagaimena dimaksud pada ayat (f) huruf a

tcrdiri dari jenis Pcmbiayaan :

Sisa kbih Ferbittmgan

Anggaran Tahun Anggarsn

scbclumnya (SiLPAl scjumlah

Rp.

U Scmula

2) Bcrtasbeh

fi.rnhtt Sfua L€bih Perhitungan

Anggaran Tahun AngBaran

sebelumnya (SiLPA) *tclatt
p.rubahan RP. t#37A.406.932,85 /.

Pasal 5

Uraian lcbih lanjut Anggaran Fendapatan dan Belanja Dacrah

iebagaimana dirnakgud dalam Pasd 1, tercantum dalam

tampiran Peraturan Daerah ini, tcrdiri dari:

-rtr*ffi
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f . Lampiran I

2. Lempiran Il

3. Larpiran III

4. kmpiran IV

5. t aEpiran V

6. Iampiran vl

7. L€opiran VII

8. Laspiran VIII

10. laapiran X

1 1. Lampiran xI

12. Lampiran XI

13. L€mpiran xltl

Fingkasen APtsD;

Ringkasan APBD Eenurut Urusen

Pemcrintahan Dacreh dan OrgEnisasi;

Rincian APtsD menurut Urusan

Femerintahan Daerah, orgaflirasi,

Pendspatan, Eclanja dan Perbiayaan;

Rekepitulaei B€lanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dsn Kcgiatani

Rckapitulasi Bclanja Dacrah Untuk

Kcactaraaan dan Kcterpadrran UruEan

Pcmerintahan Daerah dan Fungsi

dclam Kcnngka Pcngplolaan lcuangsn

Ncgara;

Daftar Jumlah Fegewai Per Golongan dan

Fer Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penycrtaal Modd (Invcatasi)

Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Asct lainnya;

Dattar kegiatan-kcgiatan tahun

anggaran scbctumnYa Yang bclum

diselesaikan dan dianggarkan lrembali

6"L- 1r5q1 ".ggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah daa

Daftar Pinje"'en Dacrah dan Obligasi

Daerah.

Pasal 6

Bupa.ti menetapkan Peraturan tcntang Pcnjabaran

tferubahan AnSgE 6fl Ib tepeten dan Bdlsnjl DEerdr Tehur

Angaran 2019 scbagai landacan operaeional Pclaksanaen

APBD.

,[o'"



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Ager Betl{p oEng mengdtahul ye, mEmdrlatehkerr

pengundangan Pcraturar Daerah ini dcngan penq[patanrrya

dalam kmbaran Daerah IGbupaten Musi RawaB.

Ditctapkan di Muara Beliti

pada tanggEl 2019

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanqal 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH

KABT'PATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH IGBT'PATEN MUST RAU'AS TAHUN 2019 NOMOR

NORF& PERATURAN DAERAH IGBUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI

SUMATERA SET.ATAN (4- r0 1 /20 19)

- 11-



Pa8sl 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
ABrr EEdep oreng Eengetehuhye, mcEgrlntatrkan
pcnguudangan Peraturan Daerah ini dcngen penempatamys.
dsl.'. Lenbaran Dacrah Kebupatcn Musl Rawas.

Ditctapkan di Muara Bcliti
pads tansal 4 $f l?rribqr 20t9

RAWAS,

XABUPATEN MUSI

PRISKODESI

Diundangkan di Muara Bcliti

eedatangsd { Sf}Wrhr 2}tg
SEKREf,ARIS DAERAI{

RAWAS,

L,EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSr RAWAS TAITUN 2Ot9 NOMOR {
NORECi PERATURAN DAERAH XABUPATEN MUST RAWAS PROUNST
ST,TMATERA SETATAN (+rO1 /2019)


